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ABSTRAK  
Daerah aliran sungai (DAS) Kuranji adalah DAS terluas diantara 3 DAS lain di Kota Padang, Provinsi 
Sumatera Barat. Wilayah DAS tersebut pernah mengalami beberapa kali kejadian banjir bandang, sehingga 
perlu diwaspadai kejadian serupa di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik lahan, mengidentifikasikan tingkat bahaya, mengetahui kerentanan sosial, dalam rangka untuk 
menyusun arahan kebijakan mitigasi bencana banjir bandang pada DAS Kuranji. Data yang digunakan adalah 
data primer dan sekunder, metode analisis karakteristik lahan adalah analisis spasial dengan tumpang susun 
dan tingkat bahaya menggunakan analisis data fisik. Arahan kebijakan mitigasi disusun menggunakan alat 
kuesioner dan wawancara, kemudian diolah dengan menggunakan AHP (Analytical Hierarchy Process). Hasil 
pertama penelitian ini adalah terdapat tiga kelas karakteristik lahan di DAS Kuranji, yaitu kategori baik (1), 
sedang (7), dan buruk (4). Hasil kedua adalah tingkat bahaya banjir bandang terdapat 3 kelas, yaitu kelas 
rendah (2), sedang (6), dan tinggi (4). Hasil ketiga adalah tingkat kerentanan sosial bencana banjir bandang 
menurut rasio kelamin hanya terdapat 1 kelas yaitu tinggi, dan menurut kelompok umur terbagi 2 kelas yaitu 
kerentanan kategori sedang dan kategori tinggi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka hasil 
keempat yaitu alternatif kebijakan mengenai kebijakan mitigasi bencana banjir bandang ditinjau dari 3 aspek 
yaitu (1) karakteristik lahan, (2) tingkat bahaya banjir bandang, dan (3) kerentanan sosial. Kesimpulan dari 
semua hasil adalah arahan kebijakan mitigasi bencana banjir bandang dengan rekayasa biofisik, pengelolaan 
DAS terpadu, penataan ruang berbasis bencana, dan pembangunan sistem peringatan dini.  
Kata kunci: Arahan kebijakan, banjir bandang, mitigasi, DAS kuranji 
ABSTRACT 
Kuranji Watershed is a river flow that divides the Padang City - West Sumatra Province, it is the largest 
watershed than 3 existing watersheds. The Watershed was happened more times flash flood, so need to watch 
out for similar events in future. This study aims to determine the land characteristics, identify the hazard level, 
known the social vulnerability, and the direction of flash flood disaster mitigation policy in the Kuranji 
Watershed. The data used are primary and secondary data, an analysis method for land characteristics is 
spatial analysis, and hazard level using physical data analysis. The direction of mitigation policy was obtained 
by using interview and questionnaire, then analyzed with Analytical Hierarchy Process. The results showed 
that there are three classes of the land characteristics in the Kuranji Watershed, good (1), medium (7), and 
bad (4). Hazard level of the flash floods there are 3 classes, low class (2), moderate (6), and high (4). The 
level of social vulnerability of the flash floods disaster according to gender ratio there is only 1 class that is 
high, and by age group are divided into 2 classes, moderate and high level of vulnerability. According to 
multicriteria analysis using more aspects, the resulted policy alternative of mitigation policy based on three 
aspects are land characteristic, hazard level, and social vulnerability. The direction of the flash floods disaster 
mitigation policy in the research location are the form of biophysical engineering, integrated watershed 
management, disaster-based spatial planning, and early warning system development. 
Keywords: policy direction, flash flood, disaster mitigation, kuranji watershed 
PENDAHULUAN  
Ditinjau dari karakteristik geografis dan 
geologis, wilayah Indonesia merupakan salah satu 
kawasan rawan banjir. Umumnya bencana banjir 
terjadi di wilayah Indonesia bagian barat yang 
menerima curah hujan lebih tinggi. Periode tahun 
2000-2001, dari sekian banyak bencana secara 
nasional, 77 % bencana yang terjadi merupakan 
bencana hidrometeorologi (Rosyidie, 2013). 
Bahkan pada periode tahun 2005-2015, lebih dari 
78% bencana hidrometeorologi terjadi di Indonesia. 
Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh 
air, fenomena ini sering terjadi di berbagai negara 
termasuk di Indonesia (Awaliyah, Sarjanti, & 
Sarwono, 2014). Banjir adalah jenis bencana yang 
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memiliki frekuensi yang tinggi dan besar jumlah 
kerugian yang ditimbulkannya, baik jiwa manusia, 
harta benda, dan infrastruktur, dibandingkan 
bencana lainnya. (Kodoatie & Sjarief, 2005). 
Banjir bandang (flash flood) adalah limpasan 
air keluar alur sungai karena debit sungai yang 
membesar tiba-tiba melampaui kapasitas aliran. 
Limpasan tersebut terjadi dengan cepat melanda 
daerah-daerah rendah, di lembah sungai-sungai, 
dan daerah cekungan. Maryono & Prajarto, (2005) 
mengatakan bahwa banjir bandang bisa terjadi 
akibat keseimbangan statik antara gaya geser yang 
ditimbulkan oleh aliran lebih besar dari gaya geser 
massa sedimen yang menahannya (Utama, Lusi. 
dan Naumar, 2015). Karena massa yang mengalir 
ini mempunyai percepatan maka ketinggian dan 
kecepatannya akan selalu bertambah, dan pada 
tingkat batas tertentu keadaan menjadi tidak stabil 
sehingga massa sedimen terangkat dengan cepat. 
Banjir bandang terjadi karena tanah dan 
tanaman sudah jenuh air, sehingga begitu hujan 
terjadi, air langsung mengalir menuju sungai. 
Keadaan tersebut ditambah dengan curah hujan 
yang besar, sehingga akan menimbulkan banjir 
bandang. Banjir bandang merupakan bencana yang 
sifatnya cepat dan membawa material tanah 
(berupa lumpur), batu, dan kayu (Adi & Thamrin, 
2013). Banjir yang bercampur lumpur, kerikil, 
bongkahan batuan, serta limbah kayu, mempunyai 
daya rusak yang sangat dahsyat karena menerjang 
kawasan permukiman perkotaan sehingga 
prasarana maupun infrastruktur menjadi porak 
poranda (Rahardjanto, 2012). Bencana banjir 
bandang memiliki karakter waktu puncak hidrograf 
banjir yang kurang dari 6 jam (Azmeri, Fatimah, 
Herawati, Sundary, & Isa, 2017; Azmeri & Sundary, 
2013). Banjir bandang yang terjadi (sebagai contoh 
kawasan Kali Sampean Bondowoso) dapat 
dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat 
akan dampak yang dilakukan, kurangnya sosialisasi 
pemerintah dalam pelestarian lingkungan sehingga 
banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh 
masyarakat, dan tidak adanya antisipasi dari 
pemerintah akan adanya bahaya (hazard), 
sehingga dampak yang dihasilkan dari bencana 
tersebut menjadi sangat besar (Utomo & Supriharjo, 
2012). Banjir bandang tentunya dapat merusak 
lahan pertanian, menghancurkan jembatan dan 
rumah, serta sering menelan korban (Sahara, 
Istijono, & Sunaryo, 2013). Dampak lain berupa 
bencana sekunder yang dapat terjadi pasca 
kejadian banjir bandang adalah banyaknya 
pengangguran karena kehilangan mata 
pencaharian, terserangnya penyakit akibat kurang 
sanitasi dan ketersediaan air bersih (Maulana & 
Wulan, 2015). 
Kota Padang adalah Ibu Kota Provinsi 
Sumatera Barat yang terletak pada bagian pantai 
barat Pulau Sumatera dan berhadapan langsung 
dengan Samudera Hindia. Kondisi morfologis Kota 
Padang memiliki morfologi yang kompleks, telah 
menyebabkan tingginya potensi bencana geologi 
dan hidrometeorologi seperti gempabumi, tsunami, 
banjir, abrasi pantai, longsor dan gelombang 
pasang (Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir 
dan Laut [BPSPL], 2011). Daerah Aliran Sungai 
Kuranji adalah aliran sungai yang membelah Kota 
Padang, sungai ini berhulu pada sekitar Bukit 
Barisan antara Kabupaten Solok dengan Kota 
Padang, dan bermuara di Samudera Hindia. Sering 
terjadinya curah hujan dengan intensitas yang 
tinggi, serta faktor manusia yang menyebabkan 
perubahan karakteristik terutama pada daerah hulu 
menjadikan air dari aliran DAS Kuranji ini pada 
musim hujan sering meluap, dan menyebabkan 
banjir pada kawasan sekitarnya. Jariyah & Pramono 
(2013) mengatakan, beberapa hal yang penting 
akan kelesatrian DAS diantaranya ditentukan oleh 
pola perilaku masyarakat, keadaan sosial-ekonomi, 
dan pengelolaan (institutional arrangement). 
Langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
kapasitas masyarakat dan mengurangi kerentanan 
(Wahyuni & Azmeri, 2015), yaitu peraturan khusus 
dalam mendirikan bangunan (building codes), 
memiliki pusat informasi bencana, mengadakan 
kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, membuat 
kurikulum bencana di sekolah-sekolah dan 
mengadakan simulasi bencana, dan 
mengembangkan kembali kearifan lokal yang dapat 
dijadikan sebagai peringatan dini terhadap bencana 
banjir bandang. Daerah Aliran Sungai Kuranji 
adalah DAS terluas dibandingkan dengan 3 DAS 
lain yang ada. Berdasarkan hasil pengolahan, 
diketahui DAS Kuranji secara keseluruhan 
mencakup luasan 181 km2 dan panjang sungai 25,8 
km. 
Saat kondisi hujan lebat dan terus menerus, 
seperti yang terjadi pada tahun 1988, 2008, dan 
2011 (Data Balai Wilayah Sungai Sumatera V, 
Padang), dan yang terkini pada tanggal 24 Juli 2012 
dan 12 September 2012, telah terjadi banjir luar 
biasa di DAS Kuranji Kota Padang yang 
menenggelamkan kawasan pemukiman, 
persawahan, dan menghancurkan berbagai fasilitas 
penting seperti sekolah, jembatan dan badan jalan. 
Terkait dengan permasalahan banjir bandang yang 
ada tersebut, sehingga perlu diwaspadai kejadian 
serupa di masa yang akan datang. Perlu dilakukan 
kajian berupa upaya mitigasi untuk meminimalisir 
resiko dan dampak kerugian jiwa dan materi. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 
karakteristik lahan, mengidentifikasi tingkat bahaya 
banjir bandang, menganalisis kerentanan sosial 
terhadap bencana banjir bandang, serta 
menganalis arahan kebijakan mitigasi bencana 
banjir bandang pada DAS Kuranji Kota Padang. 
Arahan kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Bandang 
di DAS Kuranji Kota Padang diperoleh dengan 
pemilihan prioritas arahan kebijakan yang dilakukan 
melalui penyeleksian alternatif kebijakan yang ada. 
Hal tersebut dijadikan sebagai prioritas arahan 
kebijakan mitigasi bencana banjir bandang 
METODE 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer 
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dan sekunder, metode analisis karakteristik lahan 
adalah analisis spasial tumpang susun 
menggunakan scoring, dan tingkat bahaya dengan 
analisis data fisik. Pemilihan arahan kebijakan 
mitigasi bencana banjir bandang dengan 
menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy 
Process). Penggunaan AHP dalam penentuan 
arahan kebijakan, dapat menyelesaikan suatu 
persoalan dalam kerangka pemikiran yang 
terorganisir, sehingga dapat diekspresikan untuk 
mengambil keputusan yang efektif (Sudamara, 
Sompie, & Mandagi, 2012). 
Penelitian dilaksanakan pada DAS Kuranji 
Kota Padang (Gambar 1). Batasan yang digunakan 
dalam pemetaan tingkat bahaya banjir bandang 
adalah batasan DAS dengan objek penelitian badan 
sungai. Sampel penelitian bersifat area, diambil 
pada titik tertentu dan dikontrol oleh bekas landaan 
bencana banjir bandang di sekitar badan sungai di 
wilayah penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian 
dimulai pada bulan Desember 2016 sampai dengan 
Mei 2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
metode purposive sampling yaitu minimal sebanyak 
satu sampel setiap satuan lahan. Penentuan titik 
sampel berdasarkan pengamatan terhadap wilayah 
bekas landaan banjir bandang. Bahan dan alat yang 
digunakan dalam penelitian berupa peta dan 
peralatan untuk survei fisik kawasan DAS dan 
survei penelitian sosial masyarakat (Tabel 1). 
Tabel 1. Bahan dan alat penelitian. 




































































10. Kamera Untuk dokumentasi Lapangan 
Tahapan Penelitian  
Kajian ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-
lapangan, survei lapangan, dan pasca-lapangan. 
Tahapan pra-lapangan yang dilakukan diantaranya 
adalah kajian pustaka berupa penguasaan teori, 
materi, dan metode yang dijadikan landasan 
berpikir dalam penelitian ini; pengumpulan data 
sekunder (data dan peta yang berkaitan dengan 
keperluan penelitian); dan penyiapan alat-alat yang 
dibutuhkan di lapangan serta prosedur untuk 
melakukan penelitian. Tahapan survei lapangan 
dilakukan ground check dengan mencocokkan peta 
sampel sementara pada daerah sampel (Tabel 2) 
yang sudah direncanakan; pengamatan dan 
pengukuran pada daerah sampel tersebut; dan 
wawancara dengan pihak terkait. Tahapan pasca 
lapangan adalah melakukan pengolahan data hasil 
observasi lapangan menggunakan metode 
modifikasi dari Paimin, Sukresno, & Pramono 
(2009). 
 
Gambar 1. Peta sampel DAS Kuranji Kota Padang.
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Kemudian dilakukan identifikasi karakteristik 
lahan dan zonasi pada kawasan banjir bandang 
tersebut. Selain itu dilakukan pengolahan data 
penduduk, luas wilayah, dan rasio jenis kelamin 
untuk mendapatkan kelas kerentanan sosial. 
Terakhir dilakukan pengolahan hasil wawancara 
mendalam untuk mendapatkan rumusan mitigasi 
bencana banjir bandang melalui metode AHP. 





1 Sampel 1 Kelurahan Pasar Ambacang 
2 Sampel 2 Kelurahan Gurun Laweh 
3 Sampel 3 Kelurahan Kuranji 
4 Sampel 4 Kelurahan Kalumbuk 
5 Sampel 5 Kelurahan Korong Gadang 
6 Sampel 6 Kelurahan Kuranji 
7 Sampel 7 Kelurahan Limau Manih 
8 Sampel 8 Kelurahan Ulak Karang Utara 
9 Sampel 9 Kelurahan Kurao Pagang 
10 Sampel 10 Kelurahan Limau Manih 
11 Sampel 11 Kelurahan Lambuang Bukik 
12 Sampel 12 Kelurahan Limau Manih 
Teknik Pengumpulan Data  
Pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara, 
yaitu pengukuran/data primer (hasil pengukuran, 
pengamatan, dan pengujian di lapangan) dan 
pencarian data sekunder. Pengukuran data primer 
berupa verifikasi penggunaan lahan, pengukuran 
lereng DAS dan lereng kiri kanan sungai, dan 
percabangan sungai. Data sekunder yang 
digunakan diataranya data curah hujan time series 
tahun 2003-2012 (BMKG Padang), peta jenis tanah, 
peta topografi, peta geologi, peta bentuk lahan, peta 
penggunaan lahan, dan peta potensi longsor di 
DAS Kuranji Kota Padang. Peta-peta yang 
digunakan tersebut masih memiliki skala yang 
berbeda-beda. Sebelum pengolahan dalam 
ArcGIS, perlu dilakukan koreksi geometri untuk 
menyamakan koordinat dari setiap peta yang 
digunakan. Selain data-data yang digunakan 
tersebut, juga dilakukan wawancara dengan Pakar, 
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan 
masyarakat untuk penentuan arahan kebijakan 
mitigasi, serta pengisian kuesioner untuk 
penentuan nilai/bobot isu prioritas.  
Teknik Analisis Data 
Analisis data dilakukan dengan melakukan 
klasifikasi karakteristik lahan, zonasi tingkat bahaya 
banjir bandang, kerentanan sosial bencana banjir 
bandang, dan arahan kebijakan mitigasi bencana 
banjir bandang. Hasil analisis klasifikasi 
karakteristik lahan diperoleh dari parameter-
parameter (tipe-tipe) penentu karakteristik lahan 
yang memiliki nilai untuk setiap indikator dan 
kriterianya. Setiap nilai pada masing-masing 
parameter dijumlahkan. Hasil penjumlahan nilai 
tersebut diklasifikasikan dalam penentuan tingkat 
karakteristik lahan. Klasifikasi tingkat karakteristik 
lahan dapat dilihat pada Tabel 4. Dilakukan 
modifikasi dalam tabel kriteria analisis karakteristik 
lahan tersebut, karena kriteria yang ada masih 
bersifat umum untuk kajian banjir, sehingga lebih 
difokuskan pada kajian banjir bandang. Hasil 
perhitungan interval karakteristik lahan (Tabel 3), 
berdasarkan pengurangan jumlah skor tertinggi dan 
terendah parameter banjir bandang serta 
pembagian dengan jumlah kelas.  
Tabel 3. Hasil perhitungan interval karakteristik lahan. 
Zona Interval Karakteristik Lahan 
I <20 Baik 
II 20-32 Sedang 
III >32 Buruk 
Sumber: Dibyosaputro (2016) 
Tingkat bahaya banjir bandang masih 
menggunakan kriteria dari Paimin et al. (2009) 
dengan penambahan indikator nilai (skor) pada 
masing-masing parameter (Tabel 5). Zonasi tingkat 
bahaya banjir bandang diperoleh dari perhitungan 
antara harkat/bobot masing-masing parameter 
dengan skor (%). Analisis perhitungan tingkat 
bahaya banjir bandang (Paimin et al., 2009) bisa 
dilihat pada Persamaan 1. 
𝑇𝐵𝐵 = 𝐵𝐿 (5%) + 𝑇𝐴 (25%) + 𝑃 (5%) + 𝐶𝐻 (30%) +
𝐿𝐾 (5%) + 𝑃𝑃 (10%) + 𝑀(2%) + 𝐿 (3%) +
𝐿𝑈 (15%)...........................................................(1) 
Keterangan: 
TBB : Tingkat bahaya banjir bandang 
BL : Bentuklahan 
TA : Tanggul alam / pembendungan alami 
P : Pola Aliran 
CH : Curah Hujan 
LK : Lereng kiri kanan sungai 
PP : Pembendungan dan pasang 
M : Meander 
L : Lereng rata-rata kawasan 
LU : Penggunaan lahan 
Pada tingkat bahaya banjir bandang juga 
dilakukan modifikasi, yaitu dari penggunaan kajian 
banjir secara umum menjadi kajian banjir bandang 
secara lebih khusus. Analisis menentukan zonasi 
tingkat bahaya banjir bandang, menggunakan 
formula yang dikembangkan oleh Dibyosaputro, 
(2016), dapat dilihat pada Persamaan 2. 





I : besar jarak interval kelas 
c : jumlah skor tertinggi  
b : jumlah skor terendah  
k : jumlah kelas yang diinginkan  
Berdasarkan hasil perhitungan persamaan 2 dari 
tabel kriteria tingkat bahaya banjir bandang, maka 
diperoleh interval tingkat bahaya banjir bandang 
seperti pada Tabel 6. 
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Tabel 4. Kriteria analisis karakteristik lahan. 
Tipe-tipe Indikator Kriteria Harkat 
Bentuk lahan Marine (M) Rendah 1 
Struktural (P) Agak Rendah 2 
Solusional (S) Sedang 3 
Antropogenik (A) Agak Tinggi 4 
Fluvial (F), Denudasional (D), Vulkanik (V) Tinggi 5 
Tanggul Alam / 
Pembendungan alami 
dengan potensi longsor 
Tanggul  kiri kanan sungai kemiringan  < 8%  Rendah 1 
Tanggul kiri kanan sungai kemiringan  < 8% dengan 
potensi longsor rendah 
Agak Rendah 2 
Tanggul kiri kanan sungai kemiringan 8-15% dengan 
potensi longsor rendah 
Sedang 3 
Tanggul kiri kanan sungai kemiringan 15-25% 
dengan potensi longsor tinggi 
Agak Tinggi 4 
Tanggul  kiri kanan sungai kemiringan > 25% dengan 
potensi longsor tinggi 
Tinggi 5 
Pola Aliran Sungai Rektangular Rendah 1 
Radial, Paralel Agak Rendah 2 
Trellis Sedang 3 
Dendritik Agak Tinggi 4 
Annular, Multi basinal Tinggi 5 
Curah Hujan (mm/tahun) <1.000 Rendah 1 
1.000-1.500 Agak Rendah 2 
1.500-2.000 Sedang 3 
2.000-2.500 Agak Tinggi 4 
>2.500 Tinggi 5 
Lereng Lahan Kiri Kanan 
Sungai (%) 
<2 (Terhambat) Rendah 1 
2-4 (Agak Terhambat) Agak Rendah 2 
4-6 (Agak Lancar) Sedang 3 
6-8 (Lancar) Agak Tinggi 4 
>8 (Sangat Lancar) Tinggi 5 
Pembendungan Oleh 
Percabangan Sungai dan 
Pasang 
Tak Ada Rendah 1 
Induk Pasang Air Laut Agak Rendah 2 
Anak Cabang Sungai Sedang 3 
Cabang Sungai Induk Agak Tinggi 4 
Sungai Induk Tinggi 5 
Meandering Sinusitas 
P = Pj. Sungai sesuai 
Belokan/Jarak Lurus 
1,0-1,1 Rendah 1 
1,2-1,4 Agak Rendah 2 
1,5-1,6 Sedang 3 
1,7-2,0 Agak Tinggi 4 
>2,0 Tinggi 5 
Lereng Rata-Rata DAS 
(%) 
<8 Rendah 1 
8-15 Agak Rendah 2 
16-25 Sedang 3 
26-45 Agak Tinggi 4 
>45 Tinggi 5 
Penggunaan Lahan Hutan Lindung/Konservasi Rendah 1 
Hutan Produksi/Perkebunan Agak Rendah 2 
Pekarangan/Semak/Belukar Sedang 3 
Sawah/Tegal-Terasering Agak Tinggi 4 
Permukiman/Kota Tinggi 5 
Sumber: modifikasi Paimin et al. (2009) 
Tabel 5. Kriteria tingkat bahaya banjir bandang. 
Tipe-Tipe Skor 
(%) 
Indikator Kriteria Harkat 
Bentuk lahan 5 Marine (M) Rendah 1 
Struktural (P) Agak Rendah 2 
Solusional (S) Sedang 3 
Antropogenik (A) Agak Tinggi 4 





25 Tanggul  kiri kanan sungai kemiringan  < 8%  Rendah 1 
Tanggul kiri kanan sungai kemiringan <8% dengan 
potensi longsor rendah 
Agak Rendah 2 
Tanggul kiri kanan sungai kemiringan 8-15% dengan 
potensi longsor rendah 
Sedang 3 
Tanggul  kiri kanan sungai kemiringan 15-25% dengan 
potensi longsor tinggi 
Agak Tinggi 4 
Tanggul  kiri kanan sungai kemiringan >25% dengan 
potensi longsor tinggi 
Tinggi 5 
Pola aliran sungai 5 Rektangular Rendah 1 
Radial, parallel Agak Rendah 2 
Trellis Sedang 3 
Dendritik Agak Tinggi 4 
Annular, multi basinal Tinggi 5 
Curah hujan 
(mm/tahun) 
30 <1.000 Rendah 1 
1.000-1.500 Agak Rendah 2 




Indikator Kriteria Harkat 
1.500-2.000 Sedang 3 
2.000-2.500 Agak Tinggi 4 
>2.500 Tinggi 5 
Lereng lahan kiri 
kanan sungai (%) 
5 <2 (Terhambat) Rendah 1 
2-4 (Agak terhambat) Agak Rendah 2 
4-6 (Agak lancar) Sedang 3 
6-8 (Lancar) Agak Tinggi 4 




10 Tak ada Rendah 1 
Induk pasang air laut Agak Rendah 2 
Anak cabang sungai Sedang 3 
Cabang sungai induk Agak Tinggi 4 
Sungai induk Tinggi 5 
Meandering Sinusitas 
P = Pj. Sungai sesuai 
Belokan/Jarak Lurus 
2 1,0-1,1 Rendah 1 
1,2-1,4 Agak Rendah 2 
1,5-1,6 Sedang 3 
1,7-2,0 Agak Tinggi 4 
>2,0 Tinggi 5 
Lereng rata-rata DAS 
(%) 
3 <8 Rendah 1 
8-15 Agak Rendah 2 
16-25 Sedang 3 
26-45 Agak Tinggi 4 
>45 Tinggi 5 
Penggunaan lahan 15 Hutan lindung/konservasi Rendah 1 
Hutan produksi/perkebunan Agak Rendah 2 
Pekarangan/semak/belukar Sedang 3 
Sawah/tegal-terasering Agak Tinggi 4 
Permukiman/kota Tinggi 5 
Sumber: modifikasi Paimin et al. (2009) 
Tabel 6. Hasil perhitungan interval tingkat bahaya banjir 
Bandang.  
Kelas Interval 
Tingkat Bahaya Banjir 
Bandang 
I <3,35 Rendah 
II 3,35-4,1 Sedang 
III >4,1 Tinggi 
Sumber: Dibyosaputro, (2016) 













2 Rasio Umur (%) 20 20-40 >40 
3 Jenis Kelamin (%) 20 20-40 >40 
Sumber: modifikasi dari BNPB (2012) 
Berdasarkan hasil perhitungan, zonasi tingkat 
bahaya banjir bandang terdiri atas 3 zona, yaitu 
zona 1 (tingkat bahaya banjir bandang rendah, 
bahkan tidak ada sama sekali), zona 2 (tingkat 
bahaya banjir bandang sedang, peluang terjadinya 
bencana banjir bandang 1 kali dalam 5 tahun, dan 
zona 3 (tingkat bahaya banjir bandang tinggi, 
peluang terjadinya bencana banjir bandang 1 kali 
dalam 1 tahun). Kerentanan sosial bencana banjir 
bandang pada DAS Kuranji diperoleh dari data BPS 
Kota Padang. Indikator kerentanan sosial untuk 
kajian bencana banjir bandang (Tabel 7) 
dimodifikasi dari Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB), yang mana masih bersifat umum 
untuk kajian bencana secara umum. Selain itu, 
modifikasi juga dilakukan pada nilai kelas-kelas 
pada parameter kepadatan penduduk, disesuaikan 
dengan jumlah penduduk yang berada di sekitar 
DAS Kuranji Kota Padang. Arahan kebijakan 
Mitigasi Bencana Banjir Bandang di DAS Kuranji 
Kota Padang diperoleh dengan pemilihan prioritas 
arahan kebijakan yang dilakukan melalui 
penyeleksian alternatif kebijakan yang ada. Hal 
tersebut dijadikan sebagai prioritas arahan 
kebijakan mitigasi bencana banjir bandang, 
dilakukan dengan menggunakan Metode AHP.  
Proses analisis dengan AHP dikembangkan 
oleh seorang ahli matematika bernama Dr. Thomas 
L. Saaty pada tahun 1970-an (Sudamara et al., 
2012). AHP merupakan sistem pembuat keputusan 
dengan menggunakan model matematis. AHP 
merupakan suatu teori tentang pengukuran untuk 
menemukan skala rasio, baik dari perbandingan 
berpasangan yang diskrit maupun kontinyu 
(Darmanto, Latifah, & Susanti, 2014). Program ini 
membantu dalam menentukan prioritas dari 
berbagai kriteria dengan melakukan analisa 
perbandingan berpasangan dari masing-masing 
kriteria yang tersedia. Metode ini berdasarkan 
pengambilan keputusan dengan memanfaatkan 
persepsi responden yang dianggap ahli sebagai 
input utamanya (Savitri & Taofiqurohman, 2012). 
Tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis AHP 
adalah sebagai berikut: Penyusunan hierarki, untuk 
menguraikan persoalan menjadi unsur-unsur dalam 
wujud kriteria dan alternatif yang disusun dalam 
bentuk hierarki; Penyusunan kriteria, digunakan 
untuk membuat keputusan yang dilengkapi dengan 
bentuk alternatif yang terkait masing-masing kriteria 
tersebut untuk dipilih sebagai keputusan tercantum 
pada tingkatan paling bawah; Penilaian kriteria dan 
alternatif, untuk melihat pengaruh strategis 
terhadap pencapaian sasaran yang dinilai melalui 
perbandingan berpasangan. Nilai dan definisi 
pendapat kualitatif berdasarkan skala 
perbandingan (Marimin, 2004), seperti tertera pada 
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Tabel 3. Penentuan prioritas, menggunakan teknik 
perbandingan berpasangan (pairwise comparisons) 
untuk setiap kriteria dan alternatif. Nilai-nilai 
perbandingan relatif tersebut diolah dengan 
menggunakan manipulasi matriks atau melalui 
penyelesaian persamaan matematik untuk 
menentukan peringkat relatif dari seluruh alternatif 
yang ada. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk 
melihat konsistensi penilaian dengan 
menggunakan penghitungan Inconsistency Ratio. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Lahan Berbasis Bencana Banjir 
Bandang  
Hasil analisis karakteristik lahan di lokasi 
penelitian diperoleh adanya variasi karakteristik 
lahan pada setiap titik sampel. Tingkat karakteristik 
lahan pada DAS Kuranji Kota Padang dapat 
diklasifikasikan atas karakteristik lahan dengan 
kriteria baik, hanya terdapat pada sampel 8 yang 
termasuk Kelurahan Ulak Karang Utara. 
Karakteristik lahan pada lokasi ini terletak di atas 
bentuk lahan marine, kemiringan tanggul kiri-kanan 
sungai <8% tanpa adanya potensi longsor, pola 
aliran sungai dendritik, curah hujan >2.500, 
didominasi dengan penggunaan lahan 
permukiman, sehingga tingkat karakteristik lahan 
pada kawasan ini tergolong baik. 
Tingkat karakteristik lahan kriteria sedang 
terdapat pada sampel 1 (Kelurahan Pasar 
Ambacang), 2 (Kelurahan Gurun Laweh), 3 
(Kelurahan Kuranji), 4 (Kelurahan Kalumbuk), 5 
(Kelurahan Korong Gadang), 6 (Kelurahan Kuranji), 
dan 9 (Kelurahan Kurao Pagang). Pada umumnya 
karakteristik lahan terletak di atas bentuk lahan 
(fluvial dan vulkanik), potensi longsor rendah 
dengan kemiringan tanggul kiri-kanan sungai <8%, 
pola aliran sungai dendritik, curah hujan >2.500, 
dengan penggunaan lahan beragam seperti 
permukiman, sawah, dan kebun. Kriteria 
karakteristik lahan buruk terdapat pada sampel 
7/Kelurahan Limau Manih, 10/Kelurahan Limau 
Manih, 11/Kelurahan Batu Busuk, dan 
12/Kelurahan Limau Manih.  
Secara umum terletak di atas bentuk lahan 
(fluvial, vulkanik), potensi longsor tinggi dengan 
kemiringan tanggul kiri-kanan sungai >25%, pola 
aliran sungai dendritik, curah hujan >2.500, dengan 
penggunaan lahan sawah, hutan, kebun dan 
permukiman (Gambar 2 dan Gambar 3). Berd, 
(2015) menyatakan bahwa banjir bandang terjadi di 
area dekat pegunungan dimana tanah pegunungan 
seolah longsor karena air hujan ikut terbawa air ke 
daratan yang lebih rendah. Pada wilayah yang 
memiliki karakteristik lahan buruk yaitu berada pada 
bentuk lahan vulkanik, berpotensi longsor tinggi, 
dan memiliki curah hujan tinggi, sehingga 




   (b) 
Gambar 2.  (a) Percabangan sungai di sampel 1, dan 




   (b) 
Gambar 3.  Keadaan sungai: (a) sampel 7, dan (b) 
sampel 10. 
Tingkat Bahaya Bencana Banjir Bandang 
Bahaya dari banjir bandang ini adalah yang 
memiliki potensi menimbulkan kerugian fisik, 
ekonomi, serta mengancam jiwa manusia dan 
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kesejahteraannya (Risma, Paharuddin, & Sakka, 
2014). Hasil analisis tingkat bahaya bencana banjir 
bandang di lokasi penelitian diperoleh adanya 
variasi karakteristik lahan penentu bahaya bencana 
banjir bandang pada setiap titik sampel. Hasil 
pemetaan tingkat bahaya banjir bandang dapat 
terlihat pada Gambar 4. Hasil tingkat bahaya banjir 
bandang di DAS Kuranji Kota Padang diperoleh  
3 kelas, yaitu kelas rendah seluas 1.312,24 Ha 
(sampel 8/Kelurahan Ulak Karang Utara dan 
9/Kelurahan Kurao Pagang), kelas sedang seluas 
7.618,91 Ha (sampel 1/Kelurahan Pasar 
Ambacang, 2/Kelurahan Gurun Laweh, 
3/Kelurahan Kuranji, 4/Kelurahan Kalumbuk, 
5/Kelurahan Korong Gadang, dan 6/Kelurahan 
Kuranji), dan kelas tinggi seluas 13.301,14 Ha 
(sampel 7/Kelurahan Limau Manih, 10/Kelurahan 
Limau Manih, 11/Kelurahan Batu Busuk, dan 
sampel 12/Kelurahan Limau Manih). Tingkat 
bahaya banjir bandang rendah, pada umumnya 
terletak di atas bentuk lahan marine, kemiringan 
tanggul kiri-kanan sungai <8%, tanpa adanya 
potensi longsor, pola aliran sungai dendritik, curah 
hujan >2.500, dengan penggunaan lahan kebun 
campuran, serta didukung oleh karakteristik lahan 
yang baik. Tingkat bahaya banjir bandang sedang, 
dengan karakteristik lahan terletak di atas bentuk 
lahan (fluvial dan vulkanik), potensi longsor rendah 
dengan kemiringan tanggul kiri-kanan sungai <8%, 
pola aliran sungai dendritik, curah hujan >2.500, 
dengan penggunaan lahan beragam seperti 
permukiman, sawah, dan kebun, serta didukung 
oleh karakteristik lahan sedang dan buruk. 
Tingkat bahaya banjir bandang tinggi terletak 
di atas bentuk lahan (fluvial dan vulkanik), potensi 
longsor tinggi dengan kemiringan tanggul kiri-kanan 
sungai >25%, pola aliran sungai dendritik, curah 
hujan >2.500, dengan penggunaan lahan sawah, 
hutan, kebun dan permukiman, serta didukung oleh 
karakteristik lahan buruk. Laporan dari Kementerian 
PU, melalui Japan International Cooperation 
Agency (JICA) Project, menjelaskan bahwa potensi 
longsor sangat berpengaruh terhadap bahaya banjir 
bandang. Hal ini sangat sesuai, karena pada 
daerah penelitian yang berpotensi longsor tinggi 
memiliki tingkat bahaya banjir bandang yang tinggi. 
Kerentanan Sosial Banjir Bandang  
Kerentanan sosial merupakan salah satu 
aspek penting dari 3 kriteria (status sosial, ekonomi, 
dan institusi) yang diperhitungkan dalam 
merencanakan kebijakan melalui hierarchy process 
(Antomi & Iskarni, 2017). Kerentanan sosial 
dilakukan berdasarkan tinggi rendahnya atau besar 
kecilnya kemungkinan suatu kawasan mengalami 
bencana banjir bandang ditinjau dari kerentanan 
penduduk terhadap bencana banjir bandang 
tersebut. Analisis kerentanan banjir bandang diolah 
berdasarkan data kepadatan penduduk dan 
kelompok rentan terhadap bencana banjir bandang 
perkecamatan di DAS Kuranji. Hasil analisis tingkat 
kerentanan sosial banjir bandang dapat dijelaskan 
berdasarkan analisis data kepadatan penduduk.  
Tingkat kerentanan banjir bandang menurut 
kepadatan penduduk terbagi menjadi 3 kategori 
yaitu: tingkat kerentanan rendah, pada zona ini 
terdapat pada Kecamatan Pauh dengan kepadatan 
penduduk 468 jiwa/km2; tingkat kerentanan sedang, 
pada zona ini tersebar pada Kecamatan Koto 
Tangah dengan kepadatan penduduk 785 jiwa/km2; 
dan tingkat kerentanan tinggi, pada zona ini 
tersebar pada Kecamatan Kuranji, Nanggalo, dan 
Padang Utara. Semakin besar kepadatan penduduk 
pada zona tingkat kerawanan tinggi maka semakin 
besar kemungkinan terjadi korban banjir bandang 
pada lokasi penelitian. Semakin padat penduduk 
suatu wilayah akan berpengaruh pada kerentanan 
sosial masyarakatnya. Besarnya kepadatan 
penduduk menggambarkan tingginya peluang 
jatuhnya korban jiwa dan harta benda. 
.  
Gambar 4. Peta tingkat bahaya banjir bandang aliran batang (DAS) Kuranji Kota Padang. 
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Tingkat kerentanan banjir bandang menurut 
rasio jenis kelamin di daerah penelitian hanya ada 
1 kelas (Tabel 9) yaitu kelas tinggi, dimana rasio 
jenis kelamin perempuan pada lokasi penelitian 
>40%. Semakin besar jumlah perempuan pada 
zona tingkat kerawanan tinggi maka semakin besar 
kemungkinan terjadi korban banjir bandang pada 
lokasi penelitian. Penduduk wanita 
menggambarkan kemampuan yang relatif rendah 
saat proses evakuasi dalam hal gender. Tingkat 
kerentanan banjir bandang menurut kelompok umur 
di daerah penelitian yang terbagi 2 kelas (Tabel 10) 
yaitu (1) tingkat kerentanan sedang, pada zona ini 
tersebar pada Kecamatan Padang Utara dengan 
penduduk berumur 0-14 dan >45 tahun besar dari 
20-40%. (2) tingkat kerentanan tinggi. Pada zona ini 
tersebar pada Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, 
Nanggalo, dan Pauh dengan penduduk berumur 0-
14 dan >45 tahun besar dari 40%. Semakin tinggi 
persentase penduduk tua dan balita semakin tinggi 
pula peluang jatuhnya korban jiwa akibat bencana. 
Tabel 8. Kepadatan penduduk per kecamatan di DAS Kuranji. 






1 Koto Tangah 25.348 32,29 785 Sedang 
2 Kuranji 123.002 49,96 2.462 Tinggi 
3 Nanggalo 60.157 8,07 7.454 Tinggi 
4 Padang Utara 70.444 8,08 8.718 Tinggi 
5 Pauh 55.691 118,98 468 Rendah 
Sumber: BPS Kota Padang, (2016) 
Keterangan: Kepadatan Penduduk = Jumlah Penduduk / Luas Wilayah 
Tabel 9. Rasio jenis kelamin per kecamatan di DAS Kuranji. 





1 Koto Tangah 12.783 12.565 49,57 Tinggi 
2 Kuranji 61.168 61.834 50,27 Tinggi 
3 Nanggalo 29.225 30.932 51,42 Tinggi 
4 Padang Utara 33.419 37.025 52,56 Tinggi 
5 Pauh 28.145 27.546 49,46 Tinggi 
Sumber: BPS Kota Padang, (2016) 
Keterangan: L = Laki-laki, P = Perempuan;  
Rasio jenis kelamin = (P / Jumlah Penduduk) x 100 % 
Tabel 10. Kelompok umur per kecamatan di DAS Kuranji. 







1 Koto Tangah 
0-14 7.125 28,11 
Tinggi 15-44 13.267 52,34 
>45 4.956 19,55 
2 Kuranji 
0-14 33.665 27,37 
Tinggi 15-44 63.961 52,00 
>45 5.375 20,63 
3 Nanggalo 
0-14 14.286 23,75 
Tinggi 15-44 32.758 54,45 
>45 13.133 21,80 
4 Padang Utara 
0-14 13.292 18,87 
Sedang 15-44 44.051 62,53 
>45 13.101 18,60 
5 Pauh 
0-14 14.061 25,25 
Tinggi 15-44 31.454 56,48 
>45 10.176 18,27 
Sumber: Data Badan Pusat Statistik BPS Kota Padang, (2016) 
Keterangan: Kelompok umur = ((Usia 0-14 + Usia >45) / Jumlah Penduduk)) x 100 % 
 
Gambar 5. Pedoman arahan kebijakan. 
3 kebijakan 
Kondisi fisik di kawasan bencana banjir 
bandang 
Karakteristik DAS 
9 kebijakan Pengendalian tingkat bahaya banjir 
bandang 
Tingkat bahaya banjir 
bandang 
Masyarakat yang berada pada daerah 
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Gambar 6. Hierarki kebijakan mitigasi bencana banjir bandang. 
Arahan Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir 
Bandang Pada DAS Kuranji 
Berdasarkan hasil wawancara pakar yang 
dilakukan, diperoleh berbagai alternatif kebijakan 
mengenai kebijakan mitigasi banjir bandang di DAS 
Kuranji Kota Padang, yang ditinjau dari 3 kriteria 
yaitu (1) karakteristik DAS, (2) tingkat bahaya banjir 
bandang, (3) kerentanan sosial. Rincian banyaknya 
alternatif kebijakan mitigasi bencana banjir bandang 
dapat dilihat pada Gambar 5.  
Alternatif kebijakan mitigasi pada daerah 
tingkat bahaya banjir bandang di DAS Kuranji Kota 
Padang adalah melakukan rekayasa biofisik DAS, 
melakukan penataan ruang berbasis bencana di 
kawasan DAS, menerapkan program normalisasi 
sungai, penyuluhan dan sosialisasi tentang banjir 
bandang, menentukan tempat evakuasi sementara, 
melakukan pengelolaan DAS secara terpadu, 
melakukan relokasi penduduk, pembentukan 
komunitas siaga bencana di kawasan DAS Kuranji, 
dan membangun sistem peringatan dini. 
Pemilihan prioritas kebijakan berdasarkan 
pada besarnya bobot pada setiap alternatif 
kebijakan. Analisis pemilihan prioritas dilakukan 
apabila nilai consistency ratio dari kriteria 
berpasangan <0,1. Rekayasa biofisik bencana 
banjir bandang memiliki nilai bobot sebesar 0,774, 
penetapan daerah sempadan sungai memiliki nilai 
bobot sebesar 0,706, pengelolaan DAS terpadu 
memiliki nilai bobot sebesar 0,705, penyuluhan dan 
sosialisasi tentang bencana banjir bandang 
memiliki nilai bobot sebesar 0,676. Arahan 
kebijakan mitigasi bencana banjir bandang pada 
DAS Kuranji Kota Padang yang diperoleh dari 
analisis adalah melakukan rekayasa biofisik DAS, 
melakukan pengelolaan DAS terpadu, melakukan 
penataan ruang berbasis bencana di kawasan DAS, 
dan pembangunan sistem peringatan dini. 
Berd, (2015) dalam pengukuhan gelar 
profesornya menyatakan bahwa Peraturan 
Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan DAS 
Terpadu, saat ini sudah sangat mendesak untuk 
segera diberlakukan ketat dan intensif. Mengingat 
telah terjadi peningkatan frekuensi dan intensitas 
hujan yang tinggi, dan sudah sering bencana alam 
terjadi di berbagai tempat di Indonesia, yang 
menelan korban jiwa dan harta. Penyebabnya 
diantaranya karena DAS yang tidak berfungsi 
sesuai dengan keadaan hidrologisnya dan telah 
mengalami degradasi lingkungan. Senada dengan 
hal tersebut, volume material galodo yang terangkut 
ke hilir dapat diperkecil dengan membangun 
beberapa check dam. Check dam dapat 
menampung material galodo dan memperkecil 
kemiringan dasar sungai. 
KESIMPULAN 
Tingkat karakteristik lahan pada DAS Kuranji 
Kota Padang diklasifikasikan dengan kriteria baik, 
hanya pada sampel 8/Kelurahan Ulak Karang 
Utara, kriteria sedang (sampel 1/Kelurahan Pasar 
Ambacang), 2/Kelurahan Gurun Laweh, 
3/Kelurahan Kuranji, 4/Kelurahan Kalumbuk, 
5/Kelurahan Korong Gadang, 6/Kelurahan Kuranji, 
dan 9/Kelurahan Kurao Pagang), dan kriteria buruk 
(sampel 7/Kelurahan Limau Manih, 10/Kelurahan 
Limau Manih, 11/Kelurahan Batu Busuk, dan 
12/Kelurahan Limau Manih). 
Tingkat bahaya banjir bandang pada DAS 
Kuranji terbagi 3 kelas yaitu kelas rendah terdapat 
pada sampel 8/Kelurahan Ulak Karang Utara dan 
9/Kelurahan Kurao Pagang, kelas sedang pada 
sampel 1/Kelurahan Pasar Ambacang, 2/Kelurahan 
Gurun Laweh, 3/Kelurahan Kuranji, 4/Kelurahan 
Kalumbuk, 5/Kelurahan Korong Gadang, dan 
6/Kelurahan Kuranji, dan kelas tinggi pada sampel 
7/Kelurahan Limau Manih, 10/Kelurahan Limau 
Manih, 11/Kelurahan Batu Busuk, dan sampel 
12/Kelurahan Limau Manih.  
Tingkat kerentanan sosial bencana banjir 
bandang bandang menurut kepadatan penduduk 
terbagi menjadi 3 kategori yaitu kerentanan rendah, 
sedang, dan tinggi. Tingkat kerentanan sosial banjir 
bandang menurut rasio kelamin hanya 1 kelas yaitu 
kelas tinggi. Tingkat kerentanan sosial banjir 
bandang menurut kelompok umur terbagi 2 kelas 
yaitu kerentanan sedang dan tinggi.  
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Alternatif kebijakan mengenai kebijakan 
mitigasi bencana banjir bandang ditinjau dari 3 
aspek yaitu karakteristik lahan, tingkat bahaya 
banjir bandang, dan kerentanan sosial. Dalam 
penentuan arahan kebijakan mitigasi bencana 
banjir bandang pada DAS Kuranji Kota Padang 
yang cocok perlu dilakukan adalah dengan 
melakukan rekayasa biofisik DAS, melakukan 
pengelolaan DAS terpadu, melakukan penataan 
ruang berbasis bencana di kawasan DAS, dan 
pembangunan sistem peringatan dini. Kebijakan-
kebijakan ini tentunya perlu menjadi perhatian 
serius bagi pemegang kepentingan terutama 
Instansi terkait. Sehingga dengan pelaksanaan 
kebijakan ini dapat meminimalisir dampak kejadian 
banjir bandang di waktu akan datang, bahkan 
diharapkan dapat menghindari terjadinya banjir 
bandang tersebut.  
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